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ABSTRAK 

Dalam KUHAP penangguhan penahanan terhadap tersangka dapat 

dilakukan penangguhan sepanjang memenuhi persyaratan. Penelitian ini bertujuan 

mengetahui mengenai penangguhan penahanan terhadap tersangka dalam perkara 

pidana serta untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap tersangka pada saat 

diberikan penangguhan penahanan. Penelitian dalam penulisan skripsi ini 

dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan 

yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada 

studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-

aturan hukum yang ada dan berlaku. Hak dari tersangka sebagaimana diatur dalam 

Pasal 31 ayat KUHAP  ialah penangguhan penahanan denga n berdasarkan syarat 

tertetntu yang didahului dengan: a.  Permintaan dari tersangka atau terdakwa; b.  

Permintaan penangguhan penahanan ini disetujui oleh penyidik atau penuntut 

umum atau hakim yang menahan dengan atau tanpa jaminan sebagaimana 

ditetapkan; c.  Ada persetujuan dari tersangka/terdakwa yang ditahan untuk 

mematuhi syarat dan jaminan yang ditetapkan. Syarat penangguhan penahanan ini 

selanjutnya dapat kita lihat pada penjelasan Pasal 31 ayat (1) KUHAP yaitu, 

tersangka/terdakwa: wajib lapor; tidak keluar rumah;  tidak keluar kota. Undang-

Undang Dasar NRI Tahun 1945 merumuskan bahwa setiap orang berhak atas 

pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan 

yang sama di hadapan hukum Indonesia sebagai negara berdasarkan hukum 

menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara 

bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan Pemerintahan tanpa ada 

kecualinya.   
 

Kata kunci : Analisis Yuridis, Penangguhan Penahanan, Tersangka Tindak 

Pidana 
 

ABSTRACT 

In the Criminal Procedure Code, the suspension of detention of a suspect 

can be carried out as long as it meets the requirements. This study aims to find out 

about the suspension of detention of suspects in criminal cases and to find out the 

legal protection of suspects when they are given a suspension of detention. The 

research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the 



form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, 

secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses 

on literature study, which means it will study more and examine the existing and 

applicable legal rules. The right of the suspect as regulated in Article 31 paragraph 

KUHAP is the suspension of detention based on certain conditions preceded by: a. 

Requests from suspects or defendants; b. This request for suspension of detention 

is approved by the investigator or public prosecutor or the judge who holds the 

detention with or without guarantees as stipulated; c. There is an agreement from 

the suspect/defendant who is detained to comply with the conditions and 

guarantees set. The conditions for this suspension of detention can then be seen in 

the explanation of Article 31 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, 

namely, the suspect/defendant: must report; not leaving the house; not out of 

town. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia stipulates that everyone 

has the right to recognition, guarantees, protection and fair legal certainty as well 

as equal treatment before the law of Indonesia as a state based on law, upholds 

human rights and guarantees all citizens are equal before the law and Government 

without exception. 
 

Keywords: Juridical Analysis, Suspension of Detention, Suspects of Criminal 

Acts

PENDAHULUAN 

KUHAP merupakan Undang-

undang yang mengatur mengenai 

Hukum Acara Pidana di Indonesia. 

Sebagai salah satu instrument dalam 

norma hukum Indonesia, KUHAP 

harus memberikan perlindungan 

terhadap hak-hak kemanusiaan. 

Dalam menegakkan hukum pidana 

materiil, para penegak hukum 

membutuhkan proses hukum pidana 

formil, disinilah kita akan 

menggunakan KUHAP, sebagai 

dasar hukum pidana formil. Namun 

dalam rangka pencapaian tujuan dari 

dibentuknya KUHAP tersebut adalah 

dengan melakukan optimalisasi 

terhadap peraturan tersebut untuk 

menjamin tercapainya keadilan dan 

keamanan demi tegaknya hukum. 

Dalam KUHAP inilah, diberikan 

batasan dan kewenangan kepada 

aparat penegak hukum untuk 

menjalankan penegakan hukum. 

Menurut KUHAP bahwa proses 

penanganan perkara pidana meliputi 

beberapa tahapan, yaitu: 

penyelidikan, penyidikan, 

penuntutan, pemeriksaan disidang 

pengadilan, dan pelaksanaan putusan 

pengadilan. Penyelidikan adalah 

tindakan dari penyelidik untuk 

mencari dan menemukan suatu 

perbuatan yang di duga sebagai 



tindak pidana guna menentukan 

dapat atau tidaknya dilakukan 

penyidikan. Sedangkan penyidikan 

adalah tindakan dari penyidik untuk 

mencari dan mengumpulkan bukti 

yang dengan bukti itu guna membuat 

terang tindak pidana yang terjadi dan 

menemukan tersangkanya. KUHAP 

sudah mengatur secara jelas 

mengenai tata cara dalam 

menegakkan Hukum Acara Pidana, 

namun pada prakteknya masih saja 

terjadi penyimpangan-

penyimpangan, entah dalam proses 

penyidikan, penangkapan, penahanan 

dan proses-proses lain yang diatur 

dalam KUHAP. Namun tulisan ini 

akan lebih menitikberatkan pada 

proses penangkapan dan penahanan 

terhadap tersangka pelaku tindak 

pidana oleh aparat Kepolisian.
1
 

Setelah proses penyidikan 

dinyatakan selesai dan lengkap, 

maka penyidik menyerahkan berkas 

perkaranya kepada penuntut umum. 

Kemudian penuntut umum 

melakukan penuntutan, yaitu suatu 

tindakan dari penuntut umum 

melimpahkan perkara pidana kepada 
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 http://digilib.esaunggul.ac.id, (26 April 

2020) 

pengadilan negeri yang berwenang. 

Selanjutnya Majelis Hakim 

Pengadilan Negeri memeriksa, 

mengadili, dan memutuskan 

perkaranya untuk menentukan 

bersalah atau tidaknya terdakwa atas 

tindak pidana yang didakwakan. 

Dalam hal terdakwa dijatuhi pidana 

penjara atau kurungan, maka putusan 

hakim tersebut dilaksanakan oleh 

penuntut umum dengan cara 

menempatkan terpidana di dalam 

lembaga permasyarakatan untuk 

menjalani masa pemidanaan. 

Berdasarkan ketentuan KUHAP 

tersebut di atas, bahwa proses 

penanganan perkara pidana pada 

prinsipnya berasal dari penyelidikan, 

penyidikan dan penuntutan, dan 

berakhir dengan putusan hakim, pada 

tahap penyidikan, penyidik 

berwenang untuk melakukan 

penahanan terhadap tersangka 

menurut persyaratan dan prosedur 

yang ditentukan. Penahanan terhadap 

tersangka tidak mutlak dilakukan, 

kecuali penyidik menganggap perlu 

untuk melakukan tindakan upaya 

paksa tersebut.  Penahanan sebagai 

salah satu bentuk upaya paksa diatur 

pada pasal 1 butir 21 KUHAP yaitu: 

http://digilib.esaunggul.ac.id/


“penahanan adalah penempatan 

tersangka atau terdakwa ditempat 

tertentu oleh penyidik atau penuntut 

umumatau hakim dengan 

peneteapanya, dalam hal serta 

menurut cara yang di atur dalam 

undang-undang ini”. 

METODE PENELITIAN 

Dalam melakukan suatu 

penelitian ilmiah jelas harus 

menggunakan metode sebagai ciri 

khas keilmuan. Metode mengandung 

makna sebagai cara mencari 

informasi dengan terencana dan 

sistimatis. Langkah-langkah yang 

diambil harus jelas serta ada batasan-

batasan yang tegas guna menghindari 

terjadinya penafsiran yang terlalu 

luas.
2
 Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan pendekatan yuridis 

normatif, yaitu suatu penelitian yang 

berdasarkan pada penelitian 

kepustakaan guna memperoleh data 

sekunder di bidang hukum. Adapun 

digunakannya metode penelitian 

hukum normatif, yaitu melalui studi 

kepustakaan adalah untuk menggali 

asas asas, norma, teori dan pendapat 

hukum yang relevan dengan masalah 

                                                             
2 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, 

Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: CV.  

Rajawali), hal. 27 

penelitian melalui inventarisasi dan 

mempelajari bahan-bahan hukum 

primer, sekunder, dan tertier. Sumber 

Data Bahan hukum primer, yaitu 

bahan hukum yang 

mempunyaikekuatan mengikat, yaitu 

berupa peraturan perundang-

undangan seperti:
3
  

1)  Undang-Undang 

Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 

2)  Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana (KUHP) 

 3)  Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1981 

tentang Kitab 

Undang-undang 

Hukum Acara Pidana 

(KUHAP) 

 4) Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2002 

Tentang Kepolisian 

Negara Republik 

Indonesia 

 5) Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 2004 

tentang Kekuasaan 

Kehakiman  

                                                             
3
Bambang Sunggono, Metodologi Peneliti

an Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2003), hal. 116 



Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan 

hukum yang memberikan penjelasan 

bahan hukum primer yang terdiri dari 

buku-buku yang berkaitan dengan, 

hukum pidana, hukum acara pidana.  

Teknik Pengumpulan Data Seluruh 

bahan hukum dikumpulkan dengan 

menggunakan studi literatur dengan 

alat pengumpulan data/ berupa studi 

dokumen dar berbagai sumber yang 

dipandang relevan.  

PEMBAHASAN 

A. Hukum Pidana di Indonesia 

Indonesia adalah salah satu 

negara hukum yang semua warga 

negaranya wajib untuk mematuhi 

hukum yang berlaku. Ketaatan 

kepada peraturan dan hukum adalah 

sebuah konsep yang harus 

diwujudkan dalam diri setiap warga 

negara. Semakin seseorang itu taat 

hukum, maka bisa disimpulkan kalau 

tingkat kesadaran hukumnya juga 

tinggi. Diantara hukum tersbut ialah 

hukum pidana. Istilah Pidana berasal 

dari bahasa hindu Jawa yang artinya 

Hukuman, nestapa atau sedih hati, 

dalam bahasa Belanda disebut straf. 

Dipidana artinya dihukum, 

kepidanan artinya segala sesuatu 

yang bersifat tidak baik, jahat, 

pemidanaan artinya penghukuman. 

Jadi Hukum Pidana sebagai 

terjemahan dari bahasa belanda 

strafrecht adalah semua aturan yang 

mempunyai perintah dan larangan 

yang memakai sanksi (ancaman) 

hukuman bagi mereka yang 

melanggarnya.
4
 Segala peraturan-

peraturan tentang pelanggaran 

(overtredingen), kejahatan 

(misdrijven),dan sebagainya, diatur 

oleh Hukum Pidana (Strafrecht) dan 

dimuat dalam satu Kitab Undang-

Undang yang disebut KITAB 

UNDANG-UNDANG HUKUM 

PIDANA (Wetboek van Strafrecht) 

disingkat "KUHP" (WvS).
5
 Menurut 

Prof. Moeljatno, S.H Hukum Pidana 

adalah bagian daripada keseluruhan  

Hukum yang berlaku di suatu negara, 

yang mengadakan dasar-dasar dan 

aturan-aturan untuk:
6
 

a. Menentukan perbuatan-perbuatan 

mana yang tidak boleh dilakukan 

dan yang dilarang, dengan disertai 

ancaman atau sanksi yang berupa 
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 Hilman Hadikusuma, 1992, Bahasa Hukum 

Indonesia, (Bandung: Penerbit Alumni), hal. 

114 
5
 C. S. T. kansil, 1976, ,Pengantar Ilmu 

Hukum dan Tata Hukum Indonesia,(Jakarta: 

balai pustaka), hal. 257 
6
 http://siyasahhjinnazah.blogspot.co.id, (26 

April 2020) 
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pidana tertentu bagi barang siapa 

yang melanggar larangan tersebut. 

b. Menentukan kapan dan dalam hal-

hal apa kepada mereka yang telah 

melanggar larangan-larangan itu 

dapat dikenakan atau dijatuhi 

pidana sebagaimana yang telah 

diancamkan. 

c. Menentukan dengan cara 

bagaimana pengenaan pidana itu 

dapat dilaksanakan apabila ada 

orang yang disangka telah 

melanggar larangan tersebut. 

B. Penangguhan Penahanan  

Ketentuan mengenai 

penangguhan penahanan dapat 

dilihat dalam Pasal 31 ayat (1) UU 

No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana. Pasal ini berbunyi” 

atas permintaan tersangka atau 

terdakwa, penyidik atau penuntut 

umum atau hakim, sesuai dengan 

kewenangan masing-masing, dapat 

mengadakan penangguhan 

penahanan dengan atau tanpa 

jaminan uang atau jaminan orang, 

berdasarkan syarat yang 

ditentukan.” Berdasarkan Pasal31 

ayat (1) ini seseorang mendapat 

penangguhan penahanan harus 

memilik persyaratan: 

a.  Permintaan dari tersangka atau 

terdakwa; 

b.  Permintaan penangguhan 

penahanan ini disetujui oleh 

penyidik atau penuntut umum 

atau hakim yang menahan 

dengan atau tanpa jaminan 

sebagaimana ditetapkan; 

c.  Ada persetujuan dari 

tersangka/terdakwa yang ditahan 

untuk mematuhi syarat dan 

jaminan yang ditetapkan 

Salah satu perbedaan antara 

penangguhan penahanan dengan 

pembebasan dari tahanan, terletak 

pada “syarat”. Faktor ini merupakan 

“dasar” atau landasan pemberian 

penangguhan penahanan. Sedang 

dalam tindakan pembebasan, 

dilakukan “tanpa syarat”, sehingga 

tidak merupakan faktor yang 

mendasari pembebasan. Penetapan 

syarat ini merupakan conditio sine 

quanon dalam pemberian 

penangguhan. Sehingga, tanpa 

adanya syarat yang ditetapkan lebih 

dulu, penangguhan penahanan tidak 

boleh diberikan Adapun syarat 

penangguhan penahanan ini 

dinyatakan pula dalam penjelasan 

http://hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629/uu-no-8-tahun-1981-hukum-acara-pidana
http://hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629/uu-no-8-tahun-1981-hukum-acara-pidana
http://hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629/uu-no-8-tahun-1981-hukum-acara-pidana


Pasal 31 ayat (1) KUHAP yaitu, 

tersangka/terdakwa: 

a. wajib lapor; 

b. tidak keluar rumah; 

c. tidak keluar kota. 

C. Perlindungan Hukum  

Undang-Undang Dasar NRI 

1945 Pasal 27 ayat (1) telah 

menjamin kedudukan setiap warga 

negara, di dalam hukum dan 

pemerintahan. Demikian halnya 

dalam UUD 1945 Perubahan Ke-dua, 

Pasal 28D ayat (1) merumuskan 

bahwa setiap orang berhak atas 

pengakuan, jaminan, perlindungan 

dan kepastian hukum yang adil serta 

perlakuan yang sama di hadapan 

hukum Indonesia sebagai negara 

berdasarkan hukum menjunjung 

tinggi hak asasi manusia dan 

menjamin semua warga negara 

bersamaan kedudukannya di dalam 

hukum dan Pemerintahan tanpa ada 

kecualinya. Konsep persamaan 

kedudukan dalam hukum menurut 

Undang-Undang Dasar 1945 adalah 

suatu mata rantai antara hak dan 

kewajiban yang harus berfungsi 

menurut kedudukannya masing-

masing. Perlakuan yang sama di 

hadapan hukum berarti setiap warga 

negara harus diperlakukan adil oleh 

pemerintah, di sisi lain warga negara 

wajib pula mematuhi hukum dan 

peraturan yang berlaku.
7
 Asas 

persamaan kedudukan di hadapan 

hukum yang lebih dikenal sebagai 

asas equality before the law, berlaku 

untuk setiap orang tanpa 

membedakan statusnya, walaupun 

sebagai orang yang sedang 

berhadapan dengan hukum. Dalam 

konteks hukum secara pidana, orang 

yang berhadapan dengan hukum 

terbagi atas dua golongan, yaitu 

sebagai tersangka dan terdakwa. 

Berdasarkan asasequality before the 

law, kedua golongan ini tetap 

dianggap sebagai manusia yang 

mempunyai hak asasi untuk membela 

kepentingannya dalam menghadapi 

proses hukum yang sedang dijalani. 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Salah satu hak tersangka atau 

terdakwa ialah penangguhan 

penahanan. Hal ini  berdasarkan 

pada Pasal 31 ayat (1) KUHAP 
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 Mien Rukmini, 2003, Perlindungan HAM 

Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan 

Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum 

Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, 

(Bandung: Alumni), hal. 24 

 



dengan syarat-syarat tertentu 

yang didahului dengan: 

a.  Permintaan dari tersangka 

atau terdakwa; b.  Permintaan 

penangguhan penahanan ini 

disetujui oleh penyidik atau 

penuntut umum atau hakim yang 

menahan dengan atau tanpa 

jaminan sebagaimana 

ditetapkan; c.  Ada persetujuan 

dari tersangka/terdakwa yang 

ditahan untuk mematuhi syarat 

dan jaminan yang ditetapkan.  

Syarat lainnya ialah wajib lapor; 

tidak keluar rumah dan  tidak 

keluar kota. 

2. Dalam Undang-Undang Dasar 

Negara RI Tahun 1945 

dirumuskan,  setiap orang 

berhak atas pengakuan, jaminan, 

perlindungan dan kepastian 

hukum yang adil serta perlakuan 

yang sama di hadapan hukum 

Indonesia sebagai negara 

berdasarkan hukum menjunjung 

tinggi hak asasi manusia dan 

menjamin semua warga negara 

bersamaan kedudukannya di 

dalam hukum dan Pemerintahan 

tanpa ada kecualinya.  

 

B. Saran 

Adanya ketentuan-ketentuan 

yang mengatur menganai tentang 

penangguhan penahanan 

sebagaimana yang diatur dalam 

KUHAP, diharapkan para penegak 

hukum yang diberikan kewenangan 

untuk memberikan penangguhan 

penahanan kiranya selalu 

menjalankan apa yang sudah diatur 

dalam KUHAP dan selalu tetap 

memberikan perlindungan hukum 

terhadap tersangka yang telah 

diberikan penangguhan penahanan 

berdasarkan undang-undang. 
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